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Abstrak : Politik bahasa di Indonesia dicirikan oleh dualisme. Di satu sisi, dalam aspek politik 
bahasa-nasional, Indonesia memiliki reputasi yang amat cemerlang. Berbagai negara masih belum 
berhasil menjadikan bahasa resmi nasional yang dapat diterima oleh semua kalangan. Namun, bangsa 
Indonesia telah dapat memutuskan bahasa resmi nasional bahkan jauh hari sebelum kemerdekaan, 
yaitu saat ikrar Sumpah Pemuda. Di sisi lain, terdapat gejala kemunduran bahasa daerah. Bahkan, 
LIPI menyatakan bahwa hanya 9 bahasa daerah akan bertahan. Padahal, UUD 45 mengamanatkan 
agar negara melindungi dan melestarikan bahasa daerah, yang bermakna bahwa segala upaya perlu 
dilakukan guna melestarikan bahasa daerah. Untuk itu, perlu dikembangkan paradigma politik bahasa 
yang baru, yaitu politik-bahasa nasional, yang selain bertujuan memantapkan bahasa Indonesia juga 
melakukan segenap upaya untuk melestarikan bahasa daerah. Dalam paradigma baru ini perlu 
dipertimbangkan pemberian peran yang lebih signifikan di ranah publik bagi bahasa daerah, dengan 
memperhatikan aspek hak berbahasa (linguistic rights). 
 
Kata kunci: politik bahasa di Indonesia 
 
 
Abstract : The Indonesian language policy is characterized by dualism. On one hand, in the aspect of 
national-language policy, Indonesia achieves a sterling reputation. Various countries have not 
succeeded in developing a national official language that is accepted by all societal members. 
However, the Indonesian nation managed to decide on the national official language decades before 
independence, namely, on the declaration of the Youth Pledge. On the other hand, there appears to be 
heritage language deterioration. LIPI even declares that only 9 heritage languages will survive. It is to 
be noted that the 1945 Constitution obligates the state to protect and conserve heritage languages; this 
means that all efforts need to be performed in order to conserve heritage languages. In this respect, 
there is a need to develop a new language policy paradigm, namely, the national language-policy, 
which aims to strenghten the Indonesian language while also performing all efforts to conserve 
heritage languages. With the new paradigm, there is a need to allocate more significant roles for 
heritage languages in the public domains, with consideration for the aspect of linguistic rights.  
 
Kata kunci: language policy in Indonesia 
 
1. Pendahuluan 
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air, pasti jaya, untuk slama-lamanya. 
Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. 
Demikianlah alunan lagu yang sering dinyanyikan pada upacara bendera. Saat mendengar lagu 
tersebut, mungkin terselip rasa bangga dan syukur, bahwa bangsa Indonesia mampu menorehkan 
prestasi monumental dalam politik bahasa, dengan memiliki bahasa persatuan. Berbagai bangsa 
sampai kini masih kesulitan meyakinkan seluruh warga untuk menerima bahasa persatuan. Di India, 
misalnya, warga dari wilayah India selatan masih harus diyakinkan untuk menerima bahasa Hindi 
sebagai bahasa persatuan. Sementara itu, berbagai negara di Afrika menggunakan bahasa asing, yaitu 
bahasa Inggris, Perancis, Arab, atau Portugal sebagai bahasa persatuan.  
Sebaliknya, jauh hari sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengadopsi bahasa Melayu 
menjadi bahasa Indonesia, lewat ikrar Sumpah Pemuda. Kesepakatan ini kemudian dikuatkan lewat 
penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional dalam UUD 1945. Sejak itu, 
bahasa Indonesia telah berkembang secara meluas dan mendalam di seluruh wilayah Indonesia. 




(Kurniasih, 2006). Ini artinya, warga Indonesia dapat bepergian dari Sabang sampai Merauke, sebuah 
wilayah dengan bentangan seluas Eropa, dengan jaminan dapat berkomunikasi dengan para pejabat 
dan warga setempat. 
Pencapaian Indonesia ini merupakan sebuah prestasi gemilang dibandingkan situasi pada berbagai 
negara lainnya. Tidak heran bahwa Indonesia menjadi model keberhasilan dalam mengembangkan 
bahasa persatuan (Moeliono, 1986) dan keberhasilan politik bahasa (Kaplan dan Baldauf, 2003). 
Namun, sayup-sayup terdengar suara lain, seperti didapati oleh Kurniasih (2006), saat meneliti 
penggunaan bahasa daerah Jawa di Yogyakarta: 
Sum: Ibu dan bapak saya tidak sekolah, ya mereka pakai Jawa. Tapi Ibu pesan-pesan saya 
harus belajar pakai Indonesia yang pinter. ‘Saya ndak mau kamu jadi miskin seperti bapak-
ibumu!’ katanya. (p.19) 
Mon: Mami ndak pernah pakai Jawa kepada saya, pakai Indonesia terus. Bapak lain! Sering 
bapak pakai kata Jawa .... Mami bilang tidak usah kawatir dengan Bahasa Jawa. Sekarang di 
sekolah, Indonesia pasti lebih penting! Kan masuk ujian nasional! (p. 21) 
Tidakkah mengusik hati, jika ibu mengaitkan bahasa daerah dengan kemiskinan, atau jika ibu tidak 
mau menggunakan bahasa daerah kepada para putra-putrinya, sementara bahasa daerah sering disebut 
sebagai ‘bahasa ibu’? Tidakkah lebih ironis, jika mengingat peristiwa di atas terjadi di Yogyakarta, 
jantung bahasa dan budaya Jawa? 
Cuplikan di atas hanyalah permukaan gunung es, yang di bawahnya tersembunyi masalah yang lebih 
pelik. Di saat bahasa Indonesia berkembang dengan pesat dan merambah semua ranah, baik publik 
maupun privat, pada saat yang sama terjadi kemunduran bahasa daerah. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa berbagai bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Misalnya, 
Gunarwan (2006) mengamati kemunduran bahasa daerah secara umum di Indonesia. Kurniasih (2006) 
menemukan bahwa bahasa daerah Jawa mulai ditinggalkan oleh penuturnya di Yogyakarta, sementara 
Yadnya (2006) mendapati bahwa bahasa daerah Bali juga mulai ditinggalkan. LIPI mengabarkan 
bahwa dari 743 bahasa daerah di Indonesia, hanya 9 akan bertahan. Muhlhauser (1996) bahkan lebih 
telak dengan menyatakan bahwa pada akhir abad ke 21 takkan ada bahasa daerah yang bertahan. 
Fenomena ini seharusnya membuat kita melakukan perenungan secara serius. Apakah hakekat politik 
bahasa kita selama ini? Apakah politik bahasa yang selama ini kita jalankan sudah sesuai dengan 
landasan politik bahasa kita dan cita-cita para pendahulu? Kalau belum, adakah jalan keluarnya? 
Untuk menjawab berbagai pertanyaan itu, marilah kita bahas pertanyaan itu satu persatu.  
2.   Hakekat politik bahasa nasional selama ini: Politik bahasa-nasional? 
Politik bahasa di suatu negara umumnya memiliki landasan legal konstitusional, dengan pencantuman 
masalah tersebut dalam konstitusi dan peraturan turunannya. Di Indonesia, pengaturan bahasa dalam 
UUD 1945 terdapat dalam beberapa pasal. Menyangkut bahasa Indonesia, misalnya, dalam 
kedudukannya sebagai bahasa negara, peran bahasa Indonesia dicantumkan dalam pasal 36, 
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 
Menyangkut bahasa daerah, pengaturannya, dicantumkan, misalnya, dalam pasal 32, ayat 2: 
 Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.  
Menyangkut bahasa asing, nampaknya dalam konstitusi kita tidak ada pengaturannya. Hal ini berbeda 
dengan India maupun Afrika Selatan, di mana ada pencantuman yang eksplisit tentang bahasa asing. 
Sebenarnya landasan politik bahasa kita bahkan diletakkan jauh hari sebelum kemerdekaan. Pada 
tanggal 28 Oktober 1928, wakil-wakil generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia 
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Memang, waktu itu Republik Indonesia belum dideklarasikan, sehingga lebih tepatnya butir tersebut 
merupakan landasan historis. Namun, landasan historis tersebut mengilhami pencantuman bahasa 
Indonesia sebagai bahasa negara dalam UUD 1945 sehingga dapat dianggap merupakan kesatuan 
yang berkesinambungan dengan ketentuan dalam UUD 1945. 
Mengingat singkatnya pengaturan bahasa dalam konsitusi, maka penjabarannya diatur lebih lanjut 
dalam berbagai peraturan di bawahnya, yaitu undang-undang dan peraturan daerah. Dalam upaya 
penjabaran amanat UUD 1945 tentang bahasa, penjabarannya secara legal formal relatif belum lama 
dilakukan. Undang-undang tentang bahasa baru diundangkan pada tahun 2009. UU Sisdiknas, yang 
diundangkan pada tahun 2003, beberapa pasalnya memang menyangkut bahasa, namun lingkupnya 
terbatas pada pendidikan.  
Sebelum diskusi lebih lanjut, baiklah disampaikan fungsi-fungsi bahasa.  Ada dua macam fungsi, 
yaitu fungsi di ranah-ranah resmi dan fungsi di ranah-ranah tak resmi. Berikut ini fungsi bahasa yang 
dirumuskan oleh Stewart (1968) dan Cooper (2006) dan dirangkum oleh Suwarno (2014). 
Fungsi di ranah resmi mencakup dua belas fungsi, yaitu fungsi sebagai: (1) bahasa resmi nasional, (2) 
bahasa resmi daerah, (3) bahasa internasional, (4) bahasa untuk komunikasi yang lebih luas (lingua 
franca), (5) bahasa ibu kota, (6) bahasa kelompok etnis, (7)  bahasa pengantar dalam pendidikan, (8) 
bahasa sebagai mata pelajaran di sekolah, (9) bahasa literer (termasuk sains dan teknologi), (10) 
bahasa agama, (11) bahasa mass media, (12) bahasa tempat kerja. Fungsi di ranah tak resmi 
mencakup dua fungsi, yaitu fungsi sebagai (1) bahasa keluarga dan (2)  bahasa komunitas. 
Pengaturan rinci mengenai fungsi berbagai bahasa di Indonesia dirumuskan dalam Seminar politik 
bahasa pada tahun 1975, yang kemudian dikuatkan dalam UU No. 24 Tahun 2009, yang mengatur 
bahasa. Fungsi bahasa untuk  bidang pendidikan juga diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, tentang 
pendidikan. Berikut ini garis besar fungsi fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. 
2.1. Bahasa Indonesia 
Fungsi bahasa Indonesia dirumuskan mencakup fungsi sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa 
nasional. Halim (1976) menyatakan bahwa sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 
(1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar pendidikan, (3) bahasa perhubungan tingkat 
nasional, (4) bahasa kebudayaan dan Iptek. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi 
sebagai (1) kebanggaan nasional, (2) identitas nasional, (3) alat perhubungan antar warga, antar 
daerah dan antar suku bangsa, (4) alat pemersatu suku bangsa. 
Dalam fungsi bahasa, rumusan fungsi bahasa Indonesia, dalam rumusan Seminar Nasional  tahun 
1975 dan UU No. 24 Tahun 2009, yang dapat dapat dikaitkan langsung dengan rumusan Stewart 
(1968) dan Cooper (1989) meliputi fungsi: (1) bahasa resmi nasional, (2) bahasa resmi daerah, (7)  
bahasa pengantar dalam pendidikan, (8) bahasa sebagai mata pelajaran di sekolah, (9) bahasa literer 
(termasuk sains dan teknologi), (11) bahasa media massa, (12) bahasa di tempat kerja. Dalam UU 24 
No. Tahun 2009 ditambahkan lagi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sebaliknya, 
untuk rumusan fungsi sebagai bahasa nasional, yang dapat langsung dihubungkan dengan rumusan 
Stewart (1968) dan Cooper (1989) adalah fungsi: (4) bahasa untuk komunikasi yang lebih luas, (6) 
bahasa kelompok etnis. 
2.2. Bahasa daerah 
Menurut Seminar Nasional 1975, bahasa daerah berfungsi utama sebagai alat perhubungan antar 
warga di daerah dan pendukung pelestarian seni budaya daerah. Menurut UU No. 24 Tahun 2009, 
pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada daerah lewat peraturan daerah (Perda). Beberapa daerah 






2.3. Bahasa asing 
Menurut UU No. 24 Tahun 2009, bahasa asing mendapat peran terbatas, misalnya sebagai pengantar 
khusus pada jurusan bahasa asing, atau untuk penulisan di jurnal. Dalam UU No. 20 Tahun 2003, 
bahasa asing menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. 
Karena makalah ini difokuskan pada pelestarian bahasa daerah, pembicaraan lebih lanjut dipusatkan 
pada peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah. 
Suwarno (2014) melakukan analisis atas UU No 24 Tahun 2009 dan UU No. 20 Tahun 2003. Dari 
analisis ini ditemukan perbandingan distribusi fungsi di ranah publik antara bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah, yang disajikan dalam tabel 1. 
Tabel 1. Perbandingan distribusi fungsi bahasa di Indonesia  
 I. Fungsi di ranah publik Bahasa Indonesia Bahasa daerah 
A. Bahasa resmi nasional; bahasa resmi daerah; bahasa 
internasional; bahasa untuk komunikasi lebih luas, 
bahasa di tempat kerja; bahasa pengantar dalam 
pendidikan 
Ya Tidak 
B. Bahasa literer, sains dan teknologi; bahasa media 
massa; bahasa sebagai mata pelajaran 
Ya Terbatas 
C. Bahasa kelompok etnis  Ya Ya 
D. Bahasa ibukota; bahasa agama Tidak diatur Tidak diatur 
 II. Fungsi di ranah privat   
A. Bahasa komunitas Ya Ya 
B. Bahasa keluarga Tidak diatur Tidak diatur 
  
Dari tabel 1, jika fungsi bahasa Indonesia dibandingkan dengan fungsi bahasa daerah, dapat dilihat 
dua hal berikut: 
1. Nyaris di seluruh ranah publik, hanya bahasa Indonesia yang dapat dipergunakan untuk alat 
komunikasi.  Bahasa daerah di ranah publik mendapat peluang yang amat terbatas. 
2. Di ranah di mana bahasa daerah dapat dipakai (ranah resmi bahasa kelompok, dan ranah privat 
bahasa keluarga serta komunitas), bahasa Indonesia juga dapat digunakan. 
Dapat disimpulkan bahwa politik bahasa nasional kita selama ini pada hakekatnya adalah politik 
bahasa-nasional, atau politik bahasa yang tujuannya lebih untuk mengembangkan bahasa persatuan. 
Selama ini, situasi tersebut dapat dimengerti, lantaran Indonesia relatif merupakan negara yang baru 
(dibandingkan dengan negara-negara imperial di Eropa atau Jepang di Asia). Dalam situasi ini, 
diperlukan pembinaan karakter nasional (national character building), yang memerlukan penggunaan 
bahasa Indonesia di berbagai ranah publik, untuk memupuk semangat persatuan bangsa. Masalahnya, 
dengan situasi ini nilai/manfaat bahasa daerah bagi penuturnya menjadi turun. Padahal, Paulston 
(1994) menyatakan bahwa manfaat suatu bahasa mempengaruhi kesetiaan para penuturnya. Oleh 
karenanya, mungkin bukan kebetulan bahwa berbagai penelitian menunjukkan bahwa bahasa daerah 




Akibat kebijakan yang lebih menitikberatkan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, 
pengembangan bahasa daerah menjadi jauh tertinggal. Sebagai contoh penggunaan bahasa oleh 
pejabat. Ada pejabat di Jawa Tengah, yang saat bersosialisasi dengan warga, khususnya di pedesaaan, 
sesekali menggunakan bahasa daerah Jawa dalam komunikasi lisan. Namun, kebijakan ini dikritik 
karena dianggap kurang mendukung pengembangan bahasa Indonesia. Pertanyannya, mengapa bahasa 
daerah dibatasi seperti itu, padahal pemakaian bahasa daerah oleh pejabat mempertinggi martabat 
bahasa tersebut di mata penuturnya? Mengapa di zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang kita 
sebut era kolonial, bahasa daerah mendapat tempat dalam bahasa pemerintahan, sementara di era 
kemerdekaan, bahasa daerah malah tidak mendapatkannya? 
Kemudian masalah pemakain bahasa dalam jenjang pendidikan. Di zaman Belanda, bahasa daerah 
menjadi bahasa pengantar di jenjang pendidikan rendah. Namun, di era kemerdekaan, bahasa daerah 
dihapuskan perannya sebagai bahasa pengantar. Dalam politik bahasa yang berlaku, bahasa daerah 
mendapat fungsi penuh di ranah publik hanya sebagai mata pelajaran. Namun, di sini pun, 
pengembangan bahasa daerah masih tertinggal. 
Sebagai contoh, marilah kita simak aturan daerah untuk DIY. Ada dua aturan daerah di sini, yaitu: 
1. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 423.5 Tahun 2005 tentang Penerapan 
Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa, yang mewajibkan pelajaran muatan lokal bahasa daerah. 
2. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/Instr/2009 tentang penggunaan bahasa 
Jawa pada hari tertentu di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang    
memberlakukan upaya insidental penggunaan bahasa daerah di ranah publik, yaitu hari berbahasa 
Jawa tiap hari Sabtu, secara lisan, di kantor pemerintah. 
 
Marilah kita bahas Perda pertama, yang mewajibkan membelajarkan bahasa daerah. Perda ini patut 
diapresiasi sebagai upaya untuk mengembangkan penguasaan bahasa Jawa di kalangan siswa. Namun, 
dalam praktek, ternyata pembelajaran bahasa daerah mengalami berbagai kendala. Sebagai contoh, 
Hastangka (2010) menemukan hal-hal berikut dalam pembelajaran  bahasa Jawa di SD di Yogyakarta. 
1.  Pelajaran bahasa Jawa berlangsung hanya 1 jam per minggu. Beberapa sekolah lain 
mengalokasikan 2 jam per minggu. 
2.  Bahasa Jawa tidak merupakan pelajaran tersendiri melainkan bagian dari seni dan budaya pada 
muatan lokal. 
3.  Guru mengajarkan bahasa Jawa dengan memakai pengantar bahasa Indonesia dan Jawa ngoko. 
4.  Ada kekurangan bahan ajar dan rujukan: Buku ajar bahasa Jawa tidak lengkap dan kamus langka, 
hal yang membuat siswa sulit mengikuti pelajaran. 
5.  Siswa kesulitan mempelajari ragam krama. 
6.  Siswa tidak mengetahui sejumlah kosa kata bahasa Jawa. 
 
Dengan situasi seperti ini, sulit bagi pembelajaran bahasa Jawa untuk mencapai hasil yang 
diharapkan. Dalam konteks ini, temuan butir 5 dan 6 merupakan masalah internal siswa. Namun 
temuan butir 1 sampai 4 merupakan masalah kebijakan, yang seharusnya diperhatikan oleh negara. 
Jika dibandingkan ruang penggunaan dan fasilitas yang dialokasikan untuk bahasa Indonesia dengan 
yang dialokasikan untuk bahasa Jawa, akan kelihatan perbedaan yang menyolok sebagai berikut: 
1.  Bahasa Indonesia menjadi pengantar untuk semua mata pelajaran di semua jenjang, yaitu TK, SD, 
SMP, SLTA, dan jenjang PT (perguruan tinggi, baik program Sarjana maupun Pasca Sarjana). 
Bahasa Jawa, di lain pihak, tidak menjadi pengantar di jenjang mana pun.  
2.  Bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran tersendiri di jenjang SD sampai perguruan tinggi 
dengan jam pelajaran rata-rata 4 jam di SD, SMP, dan SLTA, serta 2 jam di PT. Bahasa Jawa 
hanya menjadi bagian dari Seni dan Budaya, dengan alokasi 1-2 jam.  
3.  Pembelajaran bahasa Indonesia didukung oleh tenaga yang jauh lebih memadai. Jumlah guru 




sehingga sebagian guru bahasa Jawa mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan bahasa 
Jawa sehingga kurang menguasai bahasa Jawa. Inilah yang mungkin membuat mereka 
menggunakan bahasa Jawa ngoko. 
4.  Bahan ajar dan rujukan untuk bahasa Indonesia tersedia dalam jumlah dan variasi yang lebih 
besar daripada yang tersedia untuk bahasa Jawa. 
 
Perlu disimak bahwa kondisi di atas terjadi di Yogyakarta, salah satu pusat bahasa Jawa (selain 
Surakarta). Pertanyaanya, kalau kondisi pembelajaran di Yogyakarta masih belum memadai, 
bagaimanakah kondisi pembelajaran bahasa Jawa di berbagai wilayah yang bukan pusat bahasa Jawa? 
Bagaimana pula kondisi pembelajaran bahasa daerah di daerah-daerah penutur bahasa kecil? 
Selanjutnya marilah kita bahas Perda ke dua, yang mengajurkan upaya insidental penggunaan bahasa 
daerah di ranah publik, misalnya hari berbahasa Jawa tiap hari Sabtu, secara lisan, di kantor 
pemerintah. Perda ini patut diapresiasi sebagai upaya simbolik untuk mengangkat martabat bahasa 
Jawa di mata masyarakat, dengan mengangkatnya sebagai bahasa resmi pendamping (mendampingi 
bahasa Indonesia) di daerah. Pertanyaannya, karena Sabtu adalah hari libur, bagaimanakah para 
pegawai dapat melaksanakan anjuran tersebut, sementara mereka tinggal di rumah? Lebih penting 
lagi, karena hanya berlaku sekali seminggu, apakah upaya tersebut akan efektif untuk mengangkat 
pamor bahasa daerah? Selain itu, UU No 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia 
untuk keperluan dinas/resmi. Karena Perda tersebut sepintas lalu bertentangan dengan UU No 24, 
bagaimanakah mensiasati situasi tersebut? Apakah dengan menggunaan UU Keistimewaan 
Yogyakarta, ataukah dengan menggunakan payung UU Otonomi Daerah Tahun 2004? 
Selanjutnya bahasa keluarga. Fishman (1991) menyatakan bahwa keluarga adalah sarana transmisi 
bahasa daerah. Jika keluarga tidak lagi mewariskan bahasa daerah kepada anak-anaknya, maka 
generasi mendatang tidak akan lagi dapat berbahasa daerah. Pertanyaannya, mengapa ada pejabat dari 
lembaga yang berwenang membina bahasa pernah menganjurkan agar bahasa Indonesia dipakai di 
rumah. Kalau ini diterapkan rusaklah tatanan diglossia (pembagian ranah pemakaian bahasa). Di masa 
lalu di Indonesia ada diglossia, di mana bahasa Indonesia dipakai di ranah resmi, seperti 
pemerintahan, tempat kerja, dan pendidikan, sementara bahasa daerah dipakai di ranah tak resmi, 
seperti keluarga dan komunitas. 
Saat ini bahasa Indonesia, selain dipakai di ranah resmi, juga sudah menjadi bahasa komunitas. 
Cobalah simak rapat-rapat RT. Berapa banyak yang masih menggunakan bahasa daerah? Jadi 
keluarga tinggal satu-satunya ‘habitat’ untuk bahasa daerah. Kalau ini juga diambil oleh bahasa 
Indonesia, lalu di manakah habitat untuk bahasa daerah? Ibarat satwa yang dilindungi, kalau 
habitatnya terus menerus diambil sampai tak tersisa, adakah harapan bagi satwa tersebut untuk lestari? 
Jika ini yang terjadi, masih dapatkah dikatakan bahwa kita melaksanakan amanat UUD 1945: 
 Negara menghormati dan melestarikan bahasa daerah ....? 
Sekarang, masalahnya, apakah situasi di atas sudah sesuai dengan landasan politik bahasa di 
Indonesia, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendahulu kita? Untuk itu marilah kita menengok 
rumusan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan amanat UUD 1945. 
4. Politik bahasa kita yang dicitakan oleh para pendahulu: Politik-bahasa nasional? 
Politik bahasa di Indonesia masa kini dan masa depan tidak dapat dilepaskan dari cita-cita para 
pendahulu, yang dimulai saat deklarasi Sumpah Pemuda 1928 dan diikuti dengan pengaturan tentang 
bahasa dalam UUD 1945. Oleh karenanya, dalam membahas politik bahasa di Indonesia, sebaiknya 
diskusi dikembalikan kepada kedua rujukan ini. Sumpah Pemuda, butir ketiga, menyatakan bahwa: 
 Kami, pemuda dan pemudi Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 
Sumpah Pemuda (yang asli) butir ketiga ini mengamanatkan bahwa sekalipun bahasa Indonesia lebih 




Indonesia. Dengan kata lain, politik bahasa berdasarkan Sumpah Pemuda yang asli adalah bersifat 
multilingual (nekabahasa). Masalahnya, dalam perjalanan sejarah, nampaknya, sejak tahun1960, butir 
ketiga ini mengalami ‘revisi,’ menjadi (Foulcher, 2000): 
 Kami, pemuda dan pemudi Indonesia, mengakui berbahasa satu, bahasa Indonesia. 
Dalam butir ketiga yang ter-revisi ini jelas bahwa Indonesia hanya memberikan peluang berkembang 
bagi bahasa Indonesia. Artinya, politik bahasa di Indonesia bersifat monolingual, dan ini diyakini 
bertentangan dengan Sumpah Pemuda yang asli. 
Bahwa para pendahulu kita, dalam Sumpah Pemuda yang asli, mengamanatkan politik bahasa yang 
nekabahasa, dapat dilihat pada amanat UUD 1945, pasal 32, ayat 2, yang merupakan tindak lanjutnya, 
bahwa: 
 Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 
Amanat UUD 1945 jelas menggariskan bahwa keberadaan bahasa daerah perlu dilindungi. Untuk itu 
diperlukan segenap upaya agar bahasa daerah dapat diselamatkan (Asshiddiqie, 2008). 
Dalam uraian terdahulu terlihat bahwa politik bahasa di Indonesia sangat dititikberatkan ke 
pengembangan bahasa resmi nasional, namun belum memberikan porsi yang memadai bagi 
pengembangan bahasa daerah. Kesimpulannya, politik bahasa selama ini dapat disebut sebagai politik 
bahasa-nasional.  Mungkinkah, di bawah sadar, hal ini merupakan penjabaran Sumpah Pemuda yang 
ter-revisi? Kalau begitu, mungkin sudah saatnya dilakukan kajian ulang atas politik bahasa kita, agar 
menjadi politik-bahasa nasional, yang diyakini menjadi amanat para pendahulu, seperti tercermin 
dalam UUD 1945. 
Ada kemungkinan bahwa politik bahasa selama ini bersifat politik bahasa-nasional, karena selama ini 
kita membutuhkan sarana untuk memperkuat persatuan nasional serta pemerataan pembangunan, di 
mana pengembangan kemampuan berbahasa resmi nasional ke segenap warga dan ke segala penjuru 
tanah air merupakan suatu kebutuhan. Patten (2009) mengakui bahwa keberhasilan Indonesia 
mengembangkan persatuan ditunjang oleh keberhasilan mengembangkan bahasa resmi nasional. 
Kalau demikian, ada baiknya direnungkan ajakan Alisyahbana (2003), yaitu, karena posisi bahasa 
Indonesia sudah mantap, mungkin sudah saatnya perhatian dialihkan kepada bahasa-bahasa daerah. 
Menilik bahwa politik bahasa selama ini gagal membendung kemunduran bahasa daerah, perlu 
dilakukan kaji ulang atas politik bahasa, guna mengembangkan politik bahasa baru. Politik bahasa 
yang baru ini bertujuan untuk tetap mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, 
namun melakukan segenap upaya untuk pelestarian bahasa daerah. Politik bahasa yang baru adalah 
politik bahasa yang inklusif, yang lebih mengayomi bahasa daerah. Dengan kata lain, politik bahasa 
yang baru seharusnya merupakan politik-bahasa nasional. 
Pertanyaannya, bagaimanakah substansi politik-bahasa nasional? Untuk itu baiklah direnungkan 
faktor penyebab kemunduran bahasa daerah. Ada faktor internal, misalnya kurangnya kebanggaan 
penutur untuk menggunakan bahasanya atau karena bahasa tersebut lebih rumit. Namun, faktor 
dominan adalah faktor eksternal, yaitu tiadanya fungsi di ranah publik bagi bahasa daerah. Kalau 
bahasa daerah tidak digunakan di sekolah, tidak digunakan di tempat kerja, tidak digunakan di media 
massa, maka bahasa daerah tersebut hanya berguna di ranah privat, misalnya komunitas dan keluarga. 
Masalahnya, kalau di sinipun bahasa yang lebih dominan dapat dipakai, lalu apakah rasionalita bagi 
penuturnya untuk tetap menggunakan bahasa daerah?  
Dengan kata lain, tanpa fungsi di ranah publik, maka bahasa daerah menjadi kehilangan daya guna 
(utilitas) dan martabat, sehingga para penutur cenderung meninggalkannya dan beralih kepada bahasa 
yang lebih dominan (Paulston, 1994). Oleh karenanya, adalah penting untuk memberikan alokasi 




Dalam konteks ini pelestarian bahasa daerah perlu dipandang dari aspek hak berbahasa (linguistic 
rights), sebuah konsep yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan.  Kloss (1971) membedakan hak 
berbahasa ke dalam dua kategori, yaitu tolerated right (hak untuk ditoleransi) dan promoted right (hak 
untuk dipromosikan). Tolerated right adalah hak penutur bahasa untuk menggunakannya di ranah 
privat, misalnya dalam keluarga. Menurut Kloss, penutur bahasa migran berhak mendapatkan 
tolerated right untuk bahasa mereka. Sebaliknya penutur bahasa asli (indigenous language) berhak 
mendapatkan promoted  right (hak untuk dipromosikan), yang mencakup bukan saja hak untuk 
menggunakan di ranah privat, namun juga menggunakan bahasa daerah di beberapa ranah publik.  
 Promoted right dapat berlaku pada lingkup nasional atau daerah. Sebagai contoh, Canada menganut 
promoted right untuk bahasa Perancis di tingkat nasional. Jadi warga Canada berhak mendapatkan 
layanan publik dalam bahasa Perancis di manapun ia berada, termasuk di berbagai wilayah bahasa 
yang menggunakan bahasa Inggris. Sebaliknya, Spanyol menganut promoted right yang berlaku lokal. 
Misalnya, penutur Catalan berhak mendapatkan layanan publik dalam bahasa Catalan, tetapi hanya 
berlaku di wilayah Catalan. Dengan menggabungkan prinsip bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 
nasional dan prinsip promoted right bagi bahasa daerah, dapat dipertimbangkan pemberian promoted 
right yang berlaku lokal bagi penutur bahasa daerah di wilayah tradisional bahasa daerah tersebut, 
misalnya pentur bahasa Sunda di Jawa Barat, penutur bahasa Jawa di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa 
Timur, serta penutur bahasa Bugis di Sulawesi Selatan. 
Dalam kerangka ini, pembagian fungsi di berbagai ranah dapat diatur sebagai berikut. 
1.  Fungsi di ranah publik 
Bahasa Indonesia tetap dipergunakan di berbagai ranah publik seperti sedia kala, namun bahasa 
daerah diperbesar peluangnya untuk dipergunakan di berbagai ranah. Bahasa daerah dapat 
dipertimbangkan sebagai bahasa resmi kedua, mendampingi bahasa Indonesia, di daerah.  
Karena banyaknya bahasa daerah di Indonesia, sementara banyak di antara bahasa-bahasa itu 
hanya sedikit penuturnya, bahasa daerah di Indonesia perlu dikelompokkan menjadi kelompok 
bahasa daerah besar dan kelompok bahasa daerah kecil (Poedjosudarmo, 1976). Alokasi fungsi di 
ranah publik bagi bahasa daerah besar tentu berbeda dengan alokasi bagi bahasa daerah kecil.  
a.  Bahasa pemerintahan daerah 
Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi tingkat negara tetap dipertahankan, namun 
fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di daerah diperkaya dengan bahasa daerah 
besar. Jadi, misalnya, pembukaan sidang DPRD dapat menggunakan bahasa daerah besar, 
namun disertai terjemahan bahasa Indonesia, atau sebaliknya.  
b.  Bahasa di sekolah 
Bahasa daerah, besar dan kecil, perlu diwajibkan sebagai pelajaran pokok, di berbagai jenjang 
pendidikan di daerah. Bahasa daerah besar perlu menjadi bahasa pengantar di kelas-kelas 
rendah, untuk mempertinggi relevansinya terhadap kebutuhan penutur. 
2. Fungsi di ranah privat 
Ranah privat (keluarga dan komunitas) secara tradisional menjadi ranah bagi bahasa daerah. Yang 
terjadi selama ini adalah kebocoran diglossia, di mana bahasa Indonesia merambah masuk ke 
dalam berbagai ranah yang secara tradisional menjadi ranah bahasa daerah. Kebocoran diglossia 
menyebabkan bahwa bahasa daerah tidak lagi memiliki habitat untuk berkembang. Untuk itu, 
seyogyanya dibuat kesepakatan agar dalam keluarga dan komunitas digunakan bahasa daerah. 
Jika dalam komunitas tidak bisa digunakan bahasa daerah (karena penduduknya amat heterogen) 
setidaknya bahasa Indonesia tidak dianjurkan untuk dipakai di lingkungan keluarga. Dengan 
demikian keluarga bisa terus menjadi tempat tranmisi bahasa daerah antar generasi.  
 
Ada yang kiranya perlu disampaikan dalam kaitan pengembangan politik bahasa, yaitu kontribusi para 
pakar dan peneliti. Politik bahasa seyogyanya dipandu olah kaidah-kaidah ilmiah, yang sebenarnya 
diharapkan menjadi kontribusi para pakar, peneliti, dan pemerhati masalah bahasa. Dalam hal ini 




menyampaikan keheranan  tentang sedikitnya pemikiran tentang gejala pergeseran bahasa yang 
menimpa bahasa daerah serta upaya untuk mencegahnya, yang secara esensi menyangkut politik 
bahasa. Nampaknya keadaan tersebut masih berlangsung. Contohnya, dalam  International 
Conference On Language,Culture And Society (ICLCS) –  LIPI, 24-27 November 2015, dari 155 topik 
yang diterima untuk konferensi, topik yang terkait langsung dengan upaya revisi politik bahasa demi 
pelestarian bahasa daerah mungkin tidak sampai 10%. Padahal, sumbangan dari para pakar, peneliti, 
dan pemerhati tersebut amat diperlukan, agar saat lembaga-lembaga politik, seperti DPR dan DPRD, 
membuat produk aturan perundangan dan turunannya, mereka mendapatkan masukan yang berbasis 
ilmiah, sehingga aturan perundangan tersebut dapat efektif.  
4. Penutup 
Mungkin ada pertanyaan mengapa bahasa daerah perlu dipertahankan. Jawabannya ada dua. Yang 
pertama, kecuali bahasa Melayu, bahasa-bahasa daerah di Indonesia bersifat endemik, atau hanya 
ditemukan di Indonesia. Misalnya, data dari Language Gulper (Gutman dan Avazanti, 2013) 
menunjukkan bahwa ada 95 juta penutur bahasa Jawa. Dari jumlah ini penutur bahasa Jawa di luar 
Indonesia mungkin tidak sampai 3 juta, itu juga mungkin bahasanya tidak utuh lagi, sudah tercampur 
dengan bahasa-bahasa lain. Jadi praktis bahasa Jawa hanya dipakai di Indonesia. Hal yang sama juga 
berlaku bagi berbagai bahasa daerah lainnya. Jadi, jika bahasa-bahasa daerah punah di Indonesia, 
punahlah bahasa-bahasa itu sebagai warisan budaya dunia. 
Alasan kedua, karena pelestarian bahasa daerah diyakini merupakan cita-cita para pendahulu dalam 
ikrar Sumpah Pemuda dan menjadi amanat UUD 1945. Maka, pembiaran terhadap bahasa daerah 
dapat dimaknai sebagai pengingkaran terhadap amanat konstitusi. Selain itu, pembiaran ini dapat 
berakibat linguicide (pembunuhan bahasa) yang diyakini bukan tujuan politik bahasa di Indonesia.  
Politik bahasa di Indonesia selama ini mungkin dijiwai oleh Sumpah Pemuda yang ter-revisi, yaitu, 
“Kami ... mengakui berbahasa satu, bahasa Indonesia.” Kalimat ini bermakna bahwa di persada 
Nusantara hanya satu bahasa yang dengan sengaja dikembangkan sementara bahasa lainnya dibiarkan 
hidup sendiri. Sementara itu, butir ke tiga Sumpah Pemuda (asli), “Kami ... menjunjung bahasa 
persatuan, bahasa Indonesia,” bermakna bahwa bahasa Indonesia memang dikedepankan untuk 
menjadi bahasa persatuan, namun bahasa daerah tetap dikembangkan bersama bahasa Indonesia.  
Untuk itu, ada baiknya direnungkan dan dipertimbangkan, agar politik bahasa selama ini, yang 
bersifat politik bahasa-nasional dan bersifat monolingual, direvisi agar menjadi bersifat politik-
bahasa nasional dan bersifat multilingual, sesuai amanat UUD 1945. Mungkin, sebagai ungkapan 
simbolik, perlu dipertimbangkan untuk mengubah bait pertama lagu Satu Nusa Satu Bangsa, menjadi,  
Satu nusa satu Bangsa neka bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk slama-lamanya.  
Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. 
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